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1. Pendahuluan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah salah satu paradigma dan pedoman 

pembangunan global yang paling menonjol hingga tahun 2030. Profesi akuntansi adalah 

salah satu penggerak penting organisasi, pasar keuangan, dan ekonomi, yang memiliki 

peran penting dalam mencapai SDGs (Adams et al. 2020). Klaim ini terbukti dari fakta 

bahwa akuntan mendukung 8 dari 17 SDGs (Bebbington dan Unerman 2018).  

International Federation of Accountants (IFAC) (2019) mengatakan bahwa 

akuntan berada di garda terdepan dalam meningkatkan transparansi publik dan swasta. 

Transparansi perusahaan melalui pelaporan SDGs merupakan salah satu strategi untuk 

menunjukkan nilai, komitmen, dan kebijakan perusahaan dalam mencapai SDGs 

(Barbara Kowalczyk Hoyer 2012; Nundy dkk. 2021). Strategi pelaporan SDGs 

bermanfaat bagi reputasi perusahaan di mata publik dan menjamin bahwa operasi 

perusahaan mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan (Frey 2022). Kesadaran akan 

pentingnya kontribusi dunia usaha terhadap pencapaian SDGs juga telah meningkatkan 

praktik pengungkapan dan pelaporan SDGs oleh perusahaan (Blasco et al. 2018).  Scott 

dan McGill (2019) mendukung klaim ini dengan menganalisis 1.141 laporan perusahaan 

dari 31 negara dan menemukan bahwa 72% perusahaan sampel telah menyebutkan SDGs 

dalam dokumen pelaporan, 59% perusahaan menggunakan SDGs sebagai referensi untuk 

laporan keberlanjutan, dan 34% perusahaan telah mengintegrasikannya ke dalam strategi 

bisnis mereka. RMIT University dan CPA Australia melakukan penelitian dari 2018-2020 

dan menemukan bukti serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga tahun, 

terjadi peningkatan yang signifikan hingga 25% pada perusahaan yang menyebutkan 

SDGs dalam laporan tahunan, serta peningkatan 24% dalam prioritas SDGs dalam 

laporan tahunan (Subramaniam et al. 2019, 2020, 2021) 

Tren ini juga mendorong para akademisi untuk mulai memfokuskan penelitian 

mereka pada pelaporan SDG (Pizzi et al. 2020; Curtó-Pagès et al. 2021) dan  mulai 

meneliti faktor-faktor di balik adopsi pelaporan SDG (Rosati dan Faria 2019b, a; Tsalis 

dkk. 2020; Pizzi dkk. 2021; Bose dan Khan 2022). Menurut Bebbington dan Unerman 

(2018), kebaruan isu SDGs membuat berbagai studi ini hanya berkembang selama lima 

tahun terakhir dan memberikan peluang besar untuk dieksplorasi lebih lanjut.  



 

Saat ini, program pelaporan SDGs merupakan salah satu strategi yang dapat 

berperan dalam mengukur pencapaian SDGs di sektor swasta (Subramaniam et al. 2019). 

Fakta ini tidak terlepas dari karakteristik pelaporan SDGs, yang merupakan mekanisme 

kelembagaan yang mapan dan alat komunikasi standar antara perusahaan dan berbagai 

pemangku kepentingan (Bose dan Khan 2022; Datta dan Goyal 2022). Pelaporan SDGs 

memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk menilai keterkaitan operasi 

perusahaan pada pembangunan berkelanjutan (Adams et al. 2020). 

Penelitian ini memiliki dua kontribusi terhadap literatur pelaporan SDGs yang 

terbatas. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji peran 

tekanan koersif sebagai penentu pelaporan SDGs di era pandemi. Di tengah 

berkembangnya literatur tentang pelaporan SDGs, penelitian sebelumnya hanya mengkaji 

praktik kondisi ekonomi ideal tanpa mempertimbangkan krisis seperti pandemi (Rosati 

dan Faria 2019b; Pizzi dkk. 2020; Bose dan Khan 2022; Datta dan Goyal 2022). Di sisi 

lain, riset akuntansi yang berfokus pada pandemi berkonsentrasi pada pengaruh pandemi 

terhadap respons pemerintah, kebijakan, dan penganggaran selama krisis  (Anggraini et 

al. 2022)  dan kinerja keuangan perusahaan dan volatilitas serta respons pasar terhadap 

pandemi (Rinaldi 2022).   

Kedua, signifikansi penelitian ini terletak pada pemilihan spesifik mekanisme 

isomorfisme koersif sebagai bentuk tekanan yang paling mengikat dan formal yang dapat 

mempengaruhi praktik pengungkapan SDGs. Penelitian sebelumnya masih menggunakan 

lensa institusional secara umum. Tidak ada penelitian yang secara khusus meneliti 

pengaruh isomorfisme koersif pada praktik pelaporan SDGs. 

Pelaporan SDGs, salah satu inovasi dalam pelaporan non-keuangan, akan 

berkembang melalui tiga tahap pelembagaan (Shabana et al. 2017). Fase pertama muncul 

karena tekanan koersif dengan pelaporan defensif yang, seiring waktu, bergerak ke tahap 

kedua, ditandai dengan pelaporan proaktif yang disetujui secara normatif. Pada tahap 

ketiga pelaporan, pelembagaan atau difusi imitatif, manajer yang dihadapkan pada 

ketidakpastian cenderung meniru organisasi lain dan praktik pelaporan yang telah 

menyebar luas di berbagai industri dan perusahaan (Carroll 2021).  

Dalam melaporkan SDGs, salah satu paradigma baru dalam pelaporan non-

keuangan, penulis berpendapat bahwa tekanan yang mendorong adopsi pelaporan masih 



 

dalam tahap awal, yaitu pelaporan defensif (Shabana et al. 2017).  Apalagi di era pandemi 

yang merupakan bagian dari krisis yang dapat mengancam operasional perusahaan, 

berbagai strategi yang diambil perusahaan cenderung berubah secara defensif akibat 

tekanan koersif (Galleli et al. 2021). Datta dan Goyal (2022) juga mendukung argumen 

ini dengan menyarankan studi terpisah untuk mengisolasi berbagai dampak faktor 

kelembagaan terhadap pengungkapan dan pelaporan SDGs. 

Dalam penelitian ini, proksi tekanan koersif dimanifestasikan menjadi tiga 

tekanan formal. Pertama, kualitas regulasi menggambarkan kemampuan pemerintah 

untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang sehat yang 

memungkinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta (Kaufmann et al. 

2011).  Kedua, regulasi keberlanjutan di tingkat negara bagian memiliki kekuatan untuk 

menekan dan memberi insentif pada penyebaran praktik pelaporan SDGs (Staford-Smith 

et al. 2017). Ketiga, kekuatan standar audit dan pelaporan yang merupakan b dan 

infrastruktur kelembagaan akuntansi formal yang dapat mendorong berbagai upaya 

keberlanjutan oleh perusahaan di tingkat negara (Guidara et al. 2022). 

Singkatnya, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, 

bagaimana kualitas pelaporan SDGs di masa pandemi? Kedua, apakah ada perbedaan 

kualitas pelaporan SDGs antara negara maju dan berkembang? Ketiga, apakah tekanan 

koersif menentukan kualitas pelaporan SDGs? Selain itu, untuk memastikan keandalan 

analisis dan menghilangkan bias, penelitian ini menambahkan dua variabel kontrol untuk 

mengontrol hubungan antara tekanan kelembagaan dan pengungkapan SDGs. Secara 

rinci, mengikuti penelitian sebelumnya tentang determinan pelaporan (Rosati dan Faria 

2019a; García-Sánchez et al. 2020b)  komite tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

dan sektor perusahaan adalah variabel kontrol dalam penelitian ini. 

2  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori  

Isomorfisme merupakan salah satu dimensi dalam teori kelembagaan yang menjelaskan 

proses homogenisasi dalam praktik organisasi, terutama dari tekanan koersif, normatif, 

atau mimetik dari lingkungan organisasi. Menurut Deegan (2014), tekanan koersif datang 

dari pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan atas operasi dan sumber daya 

perusahaan. Normatif berasal dari norma kelompok untuk mengadopsi praktik 



 

kelembagaan tertentu, sedangkan tekanan mimetik berasal dari organisasi yang berusaha 

meniru praktik mereka untuk keunggulan kompetitif atau legitimasi (Deegan 2014). 

Ada beberapa alasan untuk memilih teori kelembagaan sebagai landasan 

penelitian ini. Pertama, teori ini memberikan perspektif komplementer dari teori 

legitimasi dan teori pemangku kepentingan (Fernando dan Lawrence 2014). Kedua, teori 

kelembagaan memberikan gambaran yang lebih komprehensif ketika digunakan dalam 

penelitian lintas batas  (Scott 2005)  karena kapasitasnya untuk memberikan gambaran 

makro dengan bentuk nyata tekanan eksternal dibandingkan dengan  teori dan legitimasi 

pemangku kepentingan, yang berfokus pada strategi internal (Campbell 2007). 

Ketiga, teori kelembagaan telah banyak digunakan untuk menjelaskan faktor-

faktor yang mendorong pelaporan SDGs di tingkat negara, seperti asal negara dan sistem 

hukum (Cosma et al. 2020; Izzo dkk. 2020; van der Waal dan Thijssens 2020; Emma dan 

Jennifer 2021; van Zanten dan van Tulder 2021) dimensi budaya Hofstede (Rosati dan 

Faria 2019b; Pizzi et al. 2022) dan juga kualitas regulasi (Hummel dan Szekely 2021; 

Pizzi dkk. 2022; Bose dan Khan 2022).  

Ada dua aliran utama literatur pelaporan SDGs. Aliran pertama adalah penelitian 

yang difokuskan untuk mengeksplorasi kemungkinan determinan adopsi Pelaporan 

SDGs, seperti faktor kelembagaan nasional Rosati dan Faria (2019b), dimensi budaya 

Pizzi dkk. (2022), dan juga beberapa faktor dalam tingkat pelaporan dan tingkat 

perusahaan Datta dan Goyal (2022). 

Studi-studi ini memiliki keterbatasan yang seragam terkait dengan fokus adopsi 

SDGs berdasarkan ada atau tidaknya item   SDGs dalam laporan tahunan perusahaan 

tanpa mengintegrasikannya dengan 17 SDGs. Ketiadaan data SDGs yang detail membuat 

kontribusi dunia usaha terhadap pencapaian SDGs tidak dapat diukur secara andal  

(Mhlanga et al. 2018) dan meningkatkan risiko  SDGs Washing  yang merupakan salah 

satu tantangan terbesar penerapan SDGs di sektor swasta (Munro 2021). 

Pada aliran kedua, penelitian yang berfokus pada kualitas pelaporan SDGs, 

penelitian oleh Pizzi et al. (2020) adalah salah satu contoh yang memperkenalkan skor 

pelaporan SDGs dan  berfokus tidak hanya pada adopsi SDGs tetapi juga pada kualitas 

pelaporan dan pengungkapan SDGs oleh perusahaan-perusahaan di Italia. Studi lain oleh 



 

Bose dan Khan (2022) adalah contoh lain dalam aliran kedua yang menyelidiki 

peningkatan kualitas pelaporan SDGs dari waktu ke waktu. 

Kontribusi kedua dari penelitian ini adalah dalam setting internasional dan 

fenomena pelaporan SDGs di era pandemi Covid-19. Studi sebelumnya di aliran kedua 

masih terbatas pada pengaturan tunggal suatu negara seperti Indonesia (Kuswantoro et al. 

2022) dan  terutama terkonsentrasi pada negara-negara maju seperti perusahaan di 

Spanyol  (Curtó-Pagès et al. 2021), Cina (Yu et al. 2020),  Italia (Pizzi et al. 2020), dan 

negara-negara di Uni Eropa (  Cosma et al. 2020; Nichita dkk. 2020; Emma dan Jennifer 

2021). Pengaturan internasional dapat memberikan gambaran umum  dan perbandingan 

praktik pengungkapan SDGs antara negara maju dan berkembang. Perbandingan ini 

menjawab pertanyaan apakah terdapat kesenjangan pencapaian SDGs antara negara maju 

dan berkembang di dunia? Penting untuk diketahui bahwa tidak ada negara yang 

tertinggal dalam mencapai SDGs pada tahun 2030 dengan mendorong penguatan 

kemitraan dan kerja sama global antara negara maju dan berkembang (Abidoye et al. 

2021).  

Di sisi lain, penelitian pelaporan SDGs dalam setting pandemi Covid-19 masih 

sangat terbatas. Penelitian Kuswantoro et al. (2022) merupakan salah satu contoh yang 

telah meneliti dan membandingkan pengungkapan SDGs oleh perusahaan BUMN dan 

perusahaan swasta sebelum dan sesudah pandemi. Namun, belum ada penelitian yang 

secara khusus meneliti determinan pelaporan SDG di era pandemi Covid-19. 

3 Pengembangan Hipotesis 

Pada bagian selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pelaporan SDGs, 

penulis membangun hipotesis penelitian tentang hubungan antara tiga tekanan koersif 

tingkat negara yang berbeda yang mempengaruhi pelaporan SDGs. 

3.1 Kualitas Regulasi 

Sistem regulasi yang berkualitas tinggi dapat menjembatani kesenjangan antara 

kepentingan eko-nomik perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan kepentingan 

masyarakat luas (De Villiers dan Marques 2016). Ekosistem itu memberikan dorongan 

dan paksaan yang kuat bagi perusahaan untuk mengungkapkan SDGs.  Huq dan 

Stevenson (2020) menjelaskan bahwa di negara berkembang dengan kualitas regulasi 



 

yang buruk, tekanan koersif dari ekosistem regulasi pemerintah terhadap perusahaan 

lemah dan tidak cukup untuk memberikan paksaan kepada perusahaan untuk mengadopsi 

praktik pelaporan SDGs.  

Di sisi lain, negara-negara maju dengan kualitas regulasi yang tinggi (Kirkpatrick 

dan Parker 2007)  memiliki sistem regulasi yang konsisten dan ditegakkan dengan baik 

yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melaporkan SDGs (Gupta dan Wang 2004).  

Kegiatan pelaporan SDGs dapat meredakan ketegangan antara perusahaan dan regulator 

karena aksi korporasi yang mendukung SDGs dapat memobilisasi dukungan masyarakat 

(Christmann dan Taylor 2002). Dengan demikian, perusahaan yang berlokasi di negara 

maju seringkali lebih proaktif dalam melakukan pelaporan sukarela, seperti pelaporan 

SDGs. 

Secara empiris, penelitian sebelumnya tentang pengaruh kualitas regulasi dan 

penegakan hukum terhadap pelaporan keuangan memiliki hasil yang beragam. 

Christensen et al. (2021) menemukan bahwa mekanisme penegakan hukum yang efisien 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan CSR. Penelitian lain 

oleh Frias-Aceituno et al. (2013) dan (Legendre and Coderre (2013) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan orientasi pemangku kepentingan dan 

menggunakan sistem hukum perdata tertarik pada pelaporan non-keuangan sehingga 

mereka menggunakan pelaporan yang lebih terintegrasi. Namun, penelitian yang secara 

eksplisit memeriksa Pelaporan  SDGs oleh Vaz et al. (2016), Rosati dan Faria (2019b) 

dan Bose dan Khan (2022) tidak menemukan bukti orientasi pemangku kepentingan atau 

pemegang saham pada pelaporan SDGs. 

Hasil penelitian sebelumnya belum konklusif mengenai pengaruh kualitas 

penegakan hukum terhadap pelaporan non-keuangan. Selain itu, penelitian yang secara 

khusus mengkaji pengaruh penegakan hukum terhadap pelaporan SDGs masih sangat 

terbatas (Rosati dan Faria 2019b; Cosma dkk. 2020; Bose dan Khan 2022). Dua alasan 

ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, hipotesis pertama 

adalah:  

H1: Kualitas regulasi secara positif mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs 

3.2 Regulasi Keberlanjutan 



 

Peraturan dan standar keberlanjutan nasional dapat menekan dan memberi insentif pada 

praktik keberlanjutan dan ekonomi hijau suatu negara (Stafford-Smith et al. 2017). 

Setelah munculnya pandemi Covid-19, berbagai pemerintah baik di negara maju maupun 

berkembang semakin menyadari pentingnya komitmen untuk menyelesaikan masalah 

pembentukan operasional bisnis yang tangguh yang mendorong pentingnya mengadopsi 

praktik pelaporan berkelanjutan (Singhania dan Saini 2021). Komitmen tersebut 

kemudian dituangkan ke dalam kebijakan di tingkat negara bagian yang mewajibkan 

pelaporan non-keuangan   dan sukarela (Girella et al. 2019; Lagasio dan Cucari 2019; 

Singhania dan Saini 2021). 

Pizzi et al. (2020) berpendapat bahwa regulasi keberlanjutan yang dimiliki suatu 

negara menunjukkan bentuk nyata dari mekanisme pemantauan dan pengendalian yang 

dapat digunakan untuk melacak inisiatif perusahaan untuk mengadopsi SDGs, sehingga 

regulasi keberlanjutan di tingkat negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan pelaporan SDGs oleh perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Rosati dan Faria (2019a) serta Bose dan Khan 

(2022) menemukan bahwa tingkat pelaporan SDGs menjadi lebih intensif di negara-

negara yang sudah memiliki peraturan nasional tentang isu-isu keberlanjutan daripada di 

negara-negara yang tidak memiliki peraturan tersebut. Narasi yang sama juga 

diungkapkan oleh (Plastun et al. 2021), yang membuktikan bahwa hukum pelaporan ESG 

(Environmental, Social, and Governance) di tingkat negara mempengaruhi posisi negara-

negara dalam peringkat Indeks SDGs.   Namun, penelitian lain oleh Nicolò, Zanellato, 

dan Tiron-Tudor (2020) menemukan bahwa peraturan pelaporan wajib tidak 

mempengaruhi tingkat keberlanjutan pelaporan perusahaan milik negara di Eropa dan 

menandakan bahwa tekanan koersif tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada 

praktik tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut, terdapat kesimpulan 

mengenai pengaruh peraturan pelaporan keberlanjutan yang dapat bersifat wajib atau 

sukarela dan  tingkat pelaporan SDGs, dan dengan demikian, hipotesis kedua adalah: 

H2: Peraturan keberlanjutan secara positif mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs 

3.3  Kekuatan Standar Audit dan Pelaporan (SARS) 



 

Orientasi komunikasi informasi akuntansi yang hanya berfokus pada investor telah lama 

mengakui kekurangannya. Saat ini, perusahaan dituntut untuk mengkomunikasikan 

bagaimana nilai diciptakan bagi berbagai pemangku kepentingan, salah satunya berkaitan 

dengan bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan 

(Lopez 2020). Pelaporan SDGs adalah salah satu platform untuk bagaimana perusahaan 

menyampaikan informasi non-keuangan yang menunjukkan bahwa organisasi beroperasi 

dengan cara yang mendukung keberlanjutan (Adams et al. 2020). Salah satu faktor 

eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan adalah kekuatan 

standar audit dan pelaporan (SARS) ( Boolaky et al. 2013; Boolaky dan Cooper 2015; 

Amara dkk. 2020).  

Auditor dan lembaga penegak hukum beroperasi dalam suatu infrastruktur 

penghitungan ac- kelembagaan yang dibentuk oleh kualitas standar audit dan pelaporan 

yang berlaku dalam suatu pengaturan (Amara et al. 2020). Mereka dapat mengontrol 

upaya keberlanjutan suatu negara (Guidara et al. 2022). Negara-negara yang dicirikan 

oleh tingkat SARS yang tinggi diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi 

terhadap standar audit dan pelaporan (Boolaky et al. 2013). Penelitian Amara et al. (2020) 

menunjukkan bahwa SARS memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di 

lingkungan perusahaan. Standar audit dan akuntansi yang kuat memberi auditor dan 

lembaga penegak hukum insentif untuk melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh perusahaan terkait dengan masalah keberlanjutan (LeBaron et al. 2017) 

Secara empiris, penelitian sebelumnya telah mencoba untuk melihat lebih dekat 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SARS di tingkat negara. Boolaky dan Cooper 

(2015) menegaskan bahwa infrastruktur kelembagaan seperti pengembangan pasar 

keuangan, pendidikan tinggi, dan pelatihan mempengaruhi tingkat SARS suatu negara. 

Penelitian oleh Rahman et al. (2010) memberikan bukti bahwa variabel kelembagaan 

seperti struktur organisasi, sifat utang, dan regulasi bervariasi secara sistematis antar 

negara dan bahwa variasi ini menjelaskan kualitas pelaporan keuangan dalam pengaturan 

internasional. Penelitian terbaru oleh Guidara et al. (2022) juga menemukan bahwa SARS 

secara positif terkait dengan tingkat keberlanjutan suatu negara.  

Namun, kesenjangan penelitian datang ketika tidak ada studi empiris lintas batas 

tentang apakah SARS mempengaruhi pelaporan SDGs. Bahkan, sebagai bagian integral 



 

dari transparansi perusahaan, SARS menjadi relevan bagi bisnis, pemerintah, dan investor 

(Boţa-Avram 2014). SARS sebagai infrastruktur kelembagaan yang dapat menekan 

perusahaan untuk melaporkan SDGs telah diabaikan oleh para sarjana akuntansi. 

Penelitian ini merupakan yang pertama mengkaji kemungkinan SARS sebagai penentu 

pelaporan SDGs di tingkat internasional. Dengan demikian, hipotesis ketiga secara resmi 

menyatakan: 

H3: kekuatan standar audit dan pelaporan secara positif mempengaruhi tingkat 

pelaporan SDGs 

3.4  Variabel Kontrol 

Studi ini juga mempertimbangkan komite CSR dan jenis industri sebagai variabel kontrol 

dalam analisis statistik untuk menghindari hasil yang bias. 

Variabel kontrol pertama adalah komite CSR. Dalam sistem manajemen 

berkelanjutan modern, komite CSR menjadi salah satu bentuk exper- tise dewan yang 

secara formal dilembagakan oleh perusahaan (Velte dan Stawinoga 2020). Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi 

terhadap keberlanjutan dengan membentuk komite CSR memiliki tingkat pelaporan 

SDGs yang lebih tinggi (García-Sánchez et al. 2020b; Sekarlangit dan Wardhani 2021; 

Pizzi dkk. 2022) 

Variabel kontrol kedua adalah tipe industri. Jenis industri memainkan peran 

penting dalam mengembangkan laporan berkelanjutan karena, sesuai dengan risiko yang 

diwakili oleh masing-masing sektor, pemangku kepentingan memiliki tuntutan dan 

perilaku yang berbeda bagi perusahaan (Amor-Esteban et al. 2019). Perusahaan yang 

beroperasi di industri dengan risiko lingkungan yang lebih tinggi sering kali berkomitmen 

pada kinerja keberlanjutan yang lebih tinggi. 

4 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi berbasis data sekunder yang menggunakan 

data dari beberapa sumber yang berbeda, seperti database Refinitiv, World Governance 

Indicator, dan World Economic Forum. Metode ini dipilih karena beberapa alasan. 

Pertama, data sekunder sering digunakan sebagai salah satu sumber primer dalam 

penelitian basis internasional yang memerlukan perbandingan antara beberapa negara 



 

dengan beberapa perusahaan multinasional (Smith 2003). Kedua, tersedianya berbagai 

data ekonomi, akuntansi, dan regulasi yang dapat diakses secara luas dan mudah di era 

digital ini memberikan peluang bagi riset akuntansi. Hal ini didukung oleh Rengasamy 

(2017), yang menegaskan peluang besar yang dimiliki akademisi akuntansi untuk 

ketersediaan sumber data sekunder yang melimpah dan terpercaya. 

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai Forbes' 

Global 2000 pada tahun 2020, berasal dari 61 Negara yang berbeda. Sejak 2003, Forbes' 

Global 2000 telah mengukur perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan empat 

metrik tertimbang: total aset, nilai kapitalisasi pasar, pendapatan, dan laba bersih (Murphy 

et al. 2021). Sampel ini telah banyak digunakan dalam penelitian akuntansi (Frias-

Aceituno et al. 2013; AlHares dkk. 2020; van der Waal dan Thijssens 2020). Tabel 1 

Panel A akan memberikan gambaran singkat tentang perusahaan sampel dalam penelitian 

ini. 

Tabel 1 Pemilihan Sampel 

Panel A: Pemilihan Sampel  

Perusahaan yang terdaftar di Forbes' Global 2000 pada tahun 

2020 

2.000 

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap  1.121 

Sampel Akhir  879 

Panel B: Distribusi Sampel Berdasarkan Industri  

Sektor Industri 1 Jumlah Perusahaan % dari Total Sampel 

Layanan Komunikasi 36 4% 

Diskresi Konsumen 68 8% 

Bahan Pokok Konsumen 76 9% 

Tenaga 43 5% 

Keuangan 228 26% 

Pelayanan Kesehatan 52 6% 

Industri 113 13% 

Teknologi Informasi 77 9% 

Bahan 84 10% 

Perumahan 47 5% 

Utilitas 55 6% 

Total Sampel 879 100% 
1 Klasifikasi industri berdasarkan Global Industry Classification Standard (GICS) (MSCI 

2022) 



 

Variabel dependen, skor kualitas pelaporan SDGs, diukur menggunakan indeks 

pengungkapan SDGs yang tidak tertimbang yang digunakan oleh Bose dan Khan (2022) 

dengan 17 item SDGs untuk menutupi keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya 

mengukur adopsi pelaporan SDGs dengan variabel dummy (Curtó-Pagès et al. 2021; 

Pizzi dkk. 2022; Rosati dan Faria 2019a; 2019b). Indeks pengungkapan tanpa bobot 

memungkinkan pengukuran kualitas pelaporan SDG perusahaan yang belum banyak 

dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya (Tsalis et al. 2020; Bose dan Khan 2022). Basis 

Data Refinitiv Thomson Reuters tentang SDGs perusahaan adalah sumber data untuk skor 

kualitas pelaporan SDGs.  

Refinitiv telah menganalisis lebih dari 630 ukuran ESG di tingkat perusahaan 

yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori untuk merumuskan skor dari tiga pilar 

ESG, yaitu Environment, Social, and Governance, dan memetakannya ke dalam 17 tujuan 

SDGs (Refinitiv 2022). 

Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, indeks pengungkapan telah 

banyak digunakan dalam berbagai penelitian dalam lingkup pelaporan SDGs (van Zanten 

dan van Tulder 2018; Nichita dkk. 2020; Tsalis dkk. 2020; Bose dan Khan 2022). Kedua, 

indeks pengungkapan tidak tertimbang tepat untuk menjawab pertanyaan mengenai 

kualitas pelaporan dari 17 SDGs, mengingat bahwa semua item SDGs sama pentingnya 

untuk diungkapkan oleh perusahaan (Cooke 1989; Hossain dan Adams 1995).  

Indeks pengungkapan dikotomi tanpa bobot pertama kali diusulkan oleh Cooke 

(1989) dengan persamaan (1): 

𝑆𝐷𝐺𝑠 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑗 =
∑  𝑑𝑖

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

 (1) 

Skor Pelaporan SDGs (SRS) keseluruhan adalah rasio skor pelaporan agregat 

dengan skor pelaporan maksimum yang mungkin (yaitu, 17) untuk setiap tahun 

perusahaan. Skor SDGs yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pelaporan SDGs yang 

lebih tinggi.  

Variabel independen pertama, kualitas regulasi (RQ) adalah peringkat persentil di 

antara semua negara dan berkisar dari 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi) dari  database 

Indikator Tata Kelola Dunia. Pengukuran ini sejalan dengan beberapa penelitian 



 

sebelumnya di bidang keberlanjutan, seperti (Friedman et al. 2011; Handoyo dan Fitriyah 

2018; Mombeuil 2020; Nguyen dan Su 2021).  

Variabel independen kedua, regulasi keberlanjutan, memberikan informasi 

tentang ketentuan pelaporan non-keuangan atau keberlanjutan, termasuk kebijakan, 

peraturan, pedoman, kerangka kerja, dan standar suatu negara. Sejalan dengan Bose dan 

Khan (2022), pengukuran variabel diadopsi dari Maso et al. (2020), yang telah menyusun 

dan mengklasifikasikan peraturan keberlanjutan dari masing-masing negara yang 

tercantum pada https://www,wortelandsticks.net/ menjadi wajib atau sukarela dalam tiga 

aspek ESG. Setiap peraturan wajib dalam setiap aspek akan diberikan nilai 1. Oleh karena 

itu, nilai total maksimum peraturan keberlanjutan adalah 3 untuk negara-negara dengan 

peraturan pelaporan wajib di semua 3 aspek ESG. SARS adalah variabel yang 

memberikan gambaran tentang kualitas lembaga akuntansi suatu negara.  

Nilai SARS diukur menggunakan tanggapan terhadap pertanyaan Survei Opini 

Eksekutif yang diberikan kepada para pemimpin bisnis dan eksekutif dari berbagai negara 

di seluruh dunia untuk mengevaluasi kekuatan standar audit dan pelaporan Schwab et al. 

(2020). Skor SARS adalah skor suatu negara yang terkait dengan pertanyaan "di negara 

Anda, seberapa kuat standar audit dan pelaporan keuangan?" Skor berkisar antara 1-7, 

dengan 1 menunjukkan SARS sangat lemah dan tujuh berarti SARS sangat kuat (Schwab 

et al. 2020). Pengukuran ini juga sudah cukup sering digunakan untuk mengukur kualitas 

lembaga akuntansi dalam berbagai penelitian seperti  Boolaky et al. (2013), Amara et al. 

(2020), dan Guidara et al. (2022) 

Variabel kontrol pertama, komite CSR, akan diukur menggunakan variabel 

dummy 1/0 sesuai dengan keberadaan komite CSR di perusahaan. Variabel kontrol kedua, 

klasifikasi industri, didasarkan pada ICSRPI (Industrial Corporate Social Responsibility 

Practice Index) yang  dikembangkan oleh Amor-Esteban et al. (2019) 

Ada 3 teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, statistik 

deskriptif dan analisis isi pelaporan 17 item SDGs oleh perusahaan sampel untuk 

mendapatkan gambaran besar dari data yang dikumpulkan. Analisis ini digunakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian pertama yang berkaitan dengan sejauh mana perusahaan 

terbesar di dunia melaporkan SDGs di era COVID-19. 

http://www.carrotsandsticks.net/
http://www.carrotsandsticks.net/


 

Kedua, Independent T Test digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

kedua tentang apakah ada perbedaan dalam pelaporan SDGs antara negara berkembang 

dan maju.  

Ketiga, regresi OLS (Ordinary Least Square) digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara variabel dependen, kualitas pelaporan SDGs dan variabel independen, 

faktor tekanan isomorfisme koersif. Mengadaptasi (Osborn et al. 2015), penelitian ini 

menggunakan dua model regresi di tingkat negara dan perusahaan. Model regresi di 

tingkat perusahaan dengan variabel kontrol dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

persamaan (2) 

𝑆𝐷𝐺𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑄𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑆𝑅𝑖𝑡−1 

+ 𝛽3𝑆𝐴𝑅𝑆𝑖𝑡−1 + 𝛽4𝐶𝑆𝑅_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡−1 + 𝛽5𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝑖𝑡 + ℰ𝑖𝑡  

(2) 

 

Untuk menganalisis tingkat negara, skor pelaporan SDGs rata-rata dari semua 

perusahaan sampel di suatu negara digunakan untuk mendapatkan skor pengungkapan di 

tingkat negara. Model regresi di tingkat negara bagian ditunjukkan dalam persamaan (3):  

𝑆𝐷𝐺𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑄𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑆𝑅𝑖𝑡−1 + 𝛽3𝑆𝐴𝑅𝑆𝑖𝑡−1 +ℰ𝑖𝑡  (3) 

 

5 Hasil Statistik 

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Forbes' 2000 pada tahun 

2020 dari 61 negara yang berbeda. Setelah proses pengumpulan data, sampel akhir 

penelitian ini adalah 879 perusahaan dari 52 negara. Tabel 1 Panel A menjelaskan proses 

pemilihan sampel. Tabel 1 Panel B menunjukkan distribusi perusahaan sampel 

berdasarkan industri. Tabel menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan 

yang beroperasi di sektor keuangan (26%), diikuti oleh perusahaan sektor industri (13%) 

dan sektor material (10%). Sektor jasa telekomunikasi memiliki sampel terendah sebesar 

4%.  



 

Tabel 2 Panel A memberikan gambaran umum tentang distribusi sampel 

berdasarkan negara dan wilayah geografis. Tabel 2 Panel B memberikan statistik 

deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Perusahaan yang 

mendominasi sampel penelitian berasal dari Amerika Serikat, dengan berat hingga 23%. 

Namun, jika dilihat berdasarkan kelompok geografis, tidak terdapat perbedaan distribusi 

sampel yang signifikan antara perusahaan dari Asia (31,4%), Eropa (35,38%), dan 

Amerika (29,12%).



 

Tabel 2: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Panel A: Skor Variabel Tingkat Negara  

Negara 
% 

Sampel 
Sampel 

Jumlah 

SDG 
RQ SR SARS 

Status Ekonomi 

* 

Afrika 1.48% 13 0.59 57.77 3.00 5.05  

Kenya 0.11% 1 0.53 35.58 3.00 4.50 Mengembangkan 

Afrika Selatan 1.37% 12 0.59 59.62 3.00 5.10 Mengembangkan 

Amerika 29.12% 256 0.51 83.88 2.96 5.70  

Argentina 0.23% 2 0.44 31.73 3.00 4.20 Mengembangkan 

Brasil 1.59% 14 0.60 46.15 3.00 4.70 Mengembangkan 

Kanada 3.07% 27 0.55 94.23 3.00 5.90 Dikembangkan 

Cile 0.11% 1 0.71 81.73 3.00 5.60 Mengembangkan 

Kolombia 0.23% 2 0.38 63.46 3.00 5.00 Mengembangkan 

Meksiko 0.91% 8 0.84 54.81 2.00 5.20 Mengembangkan 

Peru 0.11% 1 0.35 70.19 3.00 4.60 Mengembangkan 

Amerika Serikat 22.75% 200 0.48 87.50 3.00 5.80 Dikembangkan 

Venezuela 0.11% 1 0.53 1.44 0.00 4.10 Mengembangkan 

Asia 31.40% 276 0.63 75.78 2.96 5.38  

Cina 7.51% 66 0.70 50.00 3.00 4.50 Mengembangkan 

Hong Kong 3.19% 28 0.57 97.12 3.00 6.30 Mengembangkan 

India 0.68% 6 0.71 47.60 3.00 4.70 Mengembangkan 

Indonesia 0.46% 4 0.60 55.29 3.00 4.60 Mengembangkan 

Israel 0.34% 3 0.47 87.02 3.00 5.90 Mengembangkan 

Jepang 6.03% 53 0.63 89.42 3.00 5.80 Dikembangkan 

Kuwait 0.23% 2 0.88 62.50 3.00 4.50 Mengembangkan 

Malaysia 0.80% 7 0.58 74.04 3.00 5.40 Mengembangkan 

Oman 0.11% 1 0.53 66.83 3.00 5.20 Mengembangkan 

Filipina 0.34% 3 0.84 53.37 3.00 5.10 Mengembangkan 

Qatar 0.23% 2 0.29 75.96 3.00 5.40 Mengembangkan 

Arab Saudi 0.46% 4 0.62 61.54 0.00 5.50 Mengembangkan 

Singapura 0.80% 7 0.53 100 3.00 6.30 Mengembangkan 

Korea Selatan 4.32% 38 0.60 81.25 3.00 5.30 Mengembangkan 

Taiwan 4.32% 38 0.59 89.90 3.00 5.90 Mengembangkan 

Thailand 1.14% 10 0.64 58.65 3.00 4.90 Mengembangkan 

Uni Emirat Arab 0.46% 4 0.50 82.69 3.00 5.30 Mengembangkan 

Eropa 35.38% 311 0.56 84.49 2.86 5.42  

Austria 0.91% 8 0.57 90.87 3.00 6.20 Dikembangkan 

Belgia 0.80% 7 0.63 88.94 3.00 5.80 Dikembangkan 

Siprus 0.11% 1 1.00 80.77 3.00 4.80 Mengembangkan 

Republik Ceko 0.11% 1 0.71 86.54 3.00 5.20 Dikembangkan 



 

Panel A: Skor Variabel Tingkat Negara  

Negara 
% 

Sampel 
Sampel 

Jumlah 

SDG 
RQ SR SARS 

Status Ekonomi 

* 

Denmark 1.02% 9 0.42 97.60 3.00 5.70 Dikembangkan 

Finlandia 0.91% 8 0.41 99.04 3.00 6.50 Dikembangkan 

Prancis 4.55% 40 0.55 85.58 3.00 5.40 Dikembangkan 

Jerman 3.64% 32 0.52 93.27 3.00 5.40 Dikembangkan 

Yunani 0.34% 3 0.71 72.12 3.00 3.80 Dikembangkan 

Hongaria 0.11% 1 0.35 67.79 3.00 5.00 Dikembangkan 

Irlandia 1.25% 11 0.50 91.83 3.00 5.30 Dikembangkan 

Italia 2.50% 22 0.63 68.27 3.00 4.40 Dikembangkan 

Luxembourg 0.46% 4 0.79 98.56 3.00 6.10 Dikembangkan 

Belanda 1.59% 14 0.44 96.63 3.00 6.20 Dikembangkan 

Norwegia 0.68% 6 0.49 95.67 3.00 6.00 Dikembangkan 

Polandia 0.23% 2 0.50 76.44 3.00 4.70 Dikembangkan 

Portugal 0.34% 3 0.41 75.48 3.00 4.30 Dikembangkan 

Rusia 2.16% 19 0.67 36.06 3.00 4.30 Dikembangkan 

Spanyol 1.93% 17 0.70 73.56 3.00 5.50 Dikembangkan 

Swedia 2.84% 25 0.53 95.19 3.00 6.00 Dikembangkan 

Swiss 2.50% 22 0.56 93.75 1.00 6.10 Dikembangkan 

Turki 1.02% 9 0.55 51.92 3.00 4.40 Mengembangkan 

Inggris 5.35% 47 0.53 92.31 3.00 5.40 Dikembangkan 

Oseania 2.62% 23 0.57 98.08 3.00 5.90  

Australia 2.62% 23 0.57 98.08 3.00 5.90 Dikembangkan 

Total Keseluruhan 100% 879 0.56 81.54 2.92 5.50  

Panel B: Variabel Penelitian Statistika Deskriptif 

 SDGs  RQ SR SARS 

Berarti 0.58 74.34 2.83 5.26 

Standar Deviasi 0.14 21.39 0.65 0.67 

Minimum 0.29 1.44 0 3.8 

Maksimum 1 100 3 6.5 

 *Kelompok Geografis dan Klasifikasi Status Ekonomi berdasarkan UNCTAD (2022) 

 



 

 

Dalam variabel kualitas pelaporan SDG, negara dengan skor pelaporan tertinggi 

adalah Siprus (100%), sedangkan negara dengan skor pelaporan terendah adalah Qatar 

(29%). Dalam variabel kualitas regulasi (RQ), Singapura dan Finlandia memiliki skor 

regulasi tertinggi (100 dan 99), sedangkan Venezuela memiliki skor kualitas regulasi 

terendah (1,44). Pada variabel regulasi keberlanjutan, sebagian besar negara dalam 

sampel penelitian ini sudah memiliki setidaknya satu regulasi yang mensyaratkan 

pelaporan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Hanya Arab Saudi dan Venezuela yang 

tidak memiliki satu pun peraturan pelaporan ESG. Pada variabel SARS yang 

menggambarkan kualitas lembaga akuntansi di suatu negara, Finlandia memiliki skor 

SARS tertinggi yaitu 6,5, sedangkan Yunani memiliki skor SARS terendah yaitu 3,8. 

Kualitas pelaporan SDGs sebagai pertanyaan penelitian pertama dalam penelitian 

ini diukur menggunakan indeks pelaporan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan SDGs yang 

ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Tabel 2 Panel A memetakan kinerja pelaporan 

SDGs berdasarkan negara dan wilayah geografis sampel penelitian. Berdasarkan tabel 

tersebut, skor pelaporan tertinggi berada di Kawasan Asia, dengan nilai 63% atau 

pelaporan terhadap 11 SDGs. 

Selain itu, Afrika dan Oseania memiliki skor pelaporan 57%, dan 58% 

melaporkan setidaknya 10 SDGs tetapi dengan proporsi sampel yang relatif rendah. 

Sementara itu, Eropa dan Amerika melaporkan setidaknya 9 sasaran SDGs dengan skor 

pelaporan 56% dan 51%. 

Gambar 1 mengulas negara-negara dengan skor pelaporan tertinggi dan terendah 

di setiap wilayah geografis. Di Asia, perusahaan di Kuwait dan Filipina memiliki skor 

pelaporan tertinggi sebesar 88% dan 84%, sedangkan perusahaan di Qatar memiliki skor 

pelaporan terendah sebesar 29%. Afrika hanya terdiri dari dua negara, Kenya dan Afrika 

Selatan, dengan skor pelaporan 53% dan 59%. Australia adalah satu-satunya negara yang 

mewakili Oseania dengan skor pelaporan 57%. Di Eropa, Siprus memiliki skor pelaporan 

tertinggi 100%, sedangkan Hongaria memiliki skor pelaporan terendah 35%. Di Meksiko 

memiliki skor pelaporan tertinggi 84% di Amerika Peru memiliki skor pelaporan terendah 

sebesar 35%. 



 

 

 

 
Gambar 1 Negara dengan Skor Pelaporan SDGs Tertinggi dan Terendah 

 

Tabel 3 memberikan hasil analisis statistik deskriptif variabel pelaporan SDGs 

berdasarkan status ekonomi negara sampel. Berdasarkan total 52 negara sampel, 48%, 

atau 25 negara, berasal dari negara maju, sedangkan 52% dari sampel atau 27 negara, 

berasal dari negara berkembang. Rata-rata skor pengungkapan SDGs yang diperoleh 

negara maju adalah 0,55 atau melaporkan 9 tujuan SDGs, sedangkan skor yang diperoleh 

negara berkembang adalah 0,61 atau melaporkan 10 tujuan SDGs. 

Tabel 3 Pelaporan SDGs Statistik Deskriptif Berdasarkan Status Ekonomi 

 
Dikembangkan  

Negara 

Mengembangkan  

Negara 

Berarti  0,55 0,60 

Standar Deviasi 0,11 0,16 

Minimum 0,35 0,29 

Maksimum 0,79 1,00 

Jumlah Sampel  25 27 
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Para peneliti melakukan tes tambahan untuk membuktikan apakah ada perbedaan 

skor pelaporan SDGs antara negara maju dan berkembang. Pengujian yang dilakukan 

adalah statistik T Test untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada 

skor rata-rata kedua kelompok negara tersebut. Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil 

pengujian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,8. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata skor pelaporan SDGs antara 

negara maju dan berkembang.   

Tabel 4 Hasil Statistik Uji T 1 

uji-t untuk Kesetaraan Sarana 

 t Df Sig. (2-ekor) 

Skor Pelaporan SDGs  -.202 43.752 .841 

 

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Bose dan Khan (2022), yang 

membuktikan bahwa skor pelaporan SDGs di negara maju tidak lebih tinggi daripada di 

negara berkembang. Hasil ini terkait dengan desain beberapa tujuan dan target individu 

yang dibentuk dan dikalibrasi secara eksplisit untuk mengekspresikan kebutuhan dan 

aspirasi negara-negara berkembang (Osborn et al. 2015). Menurut Fehling et al. (2013) 

desain tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan MDGs yang tidak melibatkan aktor 

dari negara berkembang dalam perumusannya. Pada akhirnya, peran aktif negara maju 

dalam membangun kemitraan dengan negara berkembang merupakan salah satu kunci 

utama pencapaian SDGs (de Jong dan Vijge 2021). 

Gambar 2 menyajikan tingkat kinerja dan pelaporan pada masing-masing dari 17 

tujuan SDG. Secara keseluruhan, skor pelaporan SDGs Forbes 2020 pada tahun 2020 

adalah 56% dari 17 SDGs dan pelaporan yang sama pada 10 SDGs. Angka ini 

menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian Bose dan 

Khan (2022) yang hanya melaporkan tingkat pelaporan sebesar 9,7% pada tahun 2019, 

Rosati dan Faria (2019a) yang melaporkan tingkat adopsi SDGs sebesar 16,4% pada 

tahun 2016, serta van der Waal dan Thijssens (2020) yang melaporkan tingkat 

keterlibatan perusahaan sebesar 40% dengan SDGs pada tahun 2017. Tujuan yang paling 

banyak dilaporkan adalah Tujuan 13, mengatasi perubahan iklim (87% dari sampel), 



 

Tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (85%), diikuti oleh Tujuan 12, 

konsumsi dan produksi berkelanjutan (76%), dan Tujuan 3, kehidupan yang sehat dan 

sejahtera (69%). Tujuan SDGs yang paling sedikit dilaporkan oleh perusahaan sampel 

selama pandemi adalah SDG 14, ekosistem laut (26% dari sampel), SDG 2, nol kelaparan 

(29%), dan SDG 1, Tanpa Kemiskinan (38%). 

 
Gambar 2 Peta Pohon SDGs Melaporkan Skor berdasarkan Tujuan pada tahun 2020 

 

Dibandingkan dengan Bose dan Khan (2022), yang dilakukan setahun sebelum 

pandemi, tidak ada perbedaan signifikan mengenai tujuan yang paling banyak dan paling 

sedikit dilaporkan oleh perusahaan. Empat gol yang paling banyak dilaporkan pada tahun 

sebelum dan sesudah pandemi adalah secara konsisten Goal 8, Goal 13, Goal 12, dan 

Goal 3. Hanya ada pertukaran prioritas antara tujuan 13, mengatasi perubahan iklim, dan 

Tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di tahun pandemi 2020. 

Alasan yang mendasari meningkatnya prioritas perubahan iklim oleh perusahaan 

di era pandemi mungkin karena karakteristik yang sama antara keduanya. Setidaknya ada 

tiga kesamaan antara risiko pandemi dan perubahan iklim yang disajikan oleh Pinner et 

al. (2020):  

Pertama, keduanya merupakan bencana dan krisis dalam bentuk fisik yang dapat 

menimbulkan dampak sosial ekonomi. Kedua, Pandemi dan perubahan iklim memiliki 

risiko sistemik, karena manifestasi dan efek langsungnya menyebar dengan cepat ke 



 

seluruh dunia yang saling berhubungan. Ketiga, keduanya adalah pengganda risiko, 

menyoroti dan memperburuk kerentanan yang melekat dalam sistem keuangan, 

perawatan kesehatan, dan sosial. 

Secara riil, baik pandemi maupun perubahan iklim bukanlah "angsa hitam" karena 

para ahli terus-menerus memperingatkan risiko yang harus dihadapi manusia karena dua 

hal ini (Pereira da Silva 2020). Fakta-fakta ini telah menunjukkan bahwa adalah suatu 

keharusan bahwa perusahaan menjadi lebih fokus untuk mengatasi masalah perubahan 

iklim setelah merasakan dampak pandemi, yang cukup mengejutkan bagi operasi dan 

keberlanjutan perusahaan. 

Regresi Ordinary Least Square digunakan dalam penelitian ini untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 25.0. Tabel 5 menyajikan hasil dari analisis 

regresi OLS.  

Tabel 5 Hasil Regresi OLS  

Pola 

Analisis Tingkat Negara 
Analisis Tingkat 

Perusahaan 

B t Sig. B t Sig. 

1 (Konstan) -0.020 -0.372 0.712 0.027 5.668 0.000 

RQ 0.362 2.724 0.009 0.138 26.452 0.000 

SR 0.488 3.787 0.000 0.259 16.649 0.000 

SARS 0.228 2.496 0.016 0.053 10.639 0.000 

 CSRComm    0.000 -0.096 0.923 

 Industri    0.007 2.074 0.038 

  a. Variabel Dependen: SDG 

  Ringkasan Model 

R Square yang disesuaikan  0.710 0.662 

Model Regresi  .000b .000b 

     

 

Uji-F dilakukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi signifikansi 

keseluruhan variabel (Saunders et al. 2009). Berdasarkan Tabel 5, nilai model regresi 

keseluruhan untuk tingkat  negara dan perusahaan adalah 0,000, yang lebih kecil dari 



 

tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara keseluruhan, baik di tingkat negara maupun perusahaan, secara 

signifikan mempengaruhi variabel dependen kualitas pelaporan SDGs. 

Berdasarkan Tabel 5, nilai Adjusted R Square pada analisis tingkat negara adalah 

0,710. Nilai ini menunjukkan bahwa 71,0% kualitas pelaporan SDGs dipengaruhi oleh 

variabel SR, RQ, dan SARS, sedangkan faktor lain di luar penelitian ini mempengaruhi 

sisanya (29,0%). Sedangkan untuk analisis tingkat perusahaan, Adjusted R Square 

memiliki nilai 0,662. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tingkat perusahaan, 66,2% 

kualitas pelaporan SDGs dipengaruhi oleh variabel SR, RQ, SARS, komite CSR, dan 

industri, sedangkan sisanya (33,8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian 

ini. 

Uji-t, atau dikenal sebagai uji parsial, digunakan untuk melihat bagaimana setiap 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini (Hinton et al. 2014).  Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan 

bahwa kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan SDGs.  

Hasil dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tingkat negara, nilai t sebesar 2,724 

> nilai t-tabel (2,01 dengan df=45) dan nilai Sig, 0,009,  kurang dari tingkat signifikansi 

0,05.  Di tingkat perusahaan, nilai sig., 0,000, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil 

ini mengkonfirmasi hipotesis 1 pada kedua tingkat analisis. Selanjutnya, Tabel 5 

menunjukkan bahwa koefisien pada analisis tingkat negara positif sebesar 0,362 atau 

36,2% lebih besar dari nilai koefisien di tingkat perusahaan, yaitu hanya 0,138 atau 13,8% 

dari kualitas pelaporan SDGs. 

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa regulasi keberlanjutan 

mempengaruhi kualitas pelaporan SDGs. Hasil dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pada 

tingkat negara, nilai sig., 0,000, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Di tingkat 

perusahaan, nilai sig., 0. 000, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tes pada kedua 

tingkat mengkonfirmasi hipotesis 2. Selanjutnya, Tabel 4.8 menunjukkan bahwa analisis 

koefisien Nilai di tingkat negara positif sebesar 0,488 atau 48,8% lebih besar dari nilai 

koefisien di tingkat perusahaan, yaitu hanya 0,259 atau 25,9% dari kualitas pelaporan 

SDGs. 



 

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa kekuatan standar audit dan 

pelaporan (SARS) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan SDGs. Hasil dari Tabel 5 

menunjukkan bahwa pada tingkat negara, nilai sig.,  0,016 kurang dari tingkat signifikansi 

0,05. Pada tingkat perusahaan, nilai Sig. = 0. 000 kurang dari tingkat signifikansi 0, 05. 

Hasil uji pada kedua tingkatan mengkonfirmasi hipotesis 3. Selanjutnya, Tabel 5 

menunjukkan bahwa koefisien dalam analisis tingkat negara positif sebesar 0,228 atau 

22,8% lebih besar dari nilai koefisien di tingkat perusahaan, yaitu hanya 0,053 atau 5,3% 

terhadap kualitas pelaporan SDGs. 

Penelitian ini menguji dua variabel kontrol: komite CSR dan industri perusahaan. 

Komite CSR ditemukan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan SDGs, sedangkan 

industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan SDGs. 

6 Pembahasan dan Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji tiga hipotesis terkait tekanan isomorfisme koersif di tingkat 

negara dan pengaruhnya terhadap pelaporan SDGs. Pandemi Covid-19 telah menampar 

dunia usaha dalam menghadapi pentingnya keberlanjutan dan memberikan bukti 

kerapuhan sistem operasi perusahaan yang tidak mendukung nilai keberlanjutan. 

Kesamaan karakteristik pandemi dan perubahan iklim juga mendorong penguatan 

kembali strategi perusahaan untuk mengatasi risiko perubahan iklim yang sering 

diabaikan dan diremehkan. 

Di sisi lain, pandemi telah membuktikan bahwa upaya keberlanjutan yang 

digarisbawahi dalam transparansi kinerja keberlanjutan dapat memberikan ketahanan di 

tengah pandemi dalam bentuk kurangnya paparan risiko sistematis (Pinner et al. 2020). 

Perusahaan yang selama ini berhati-hati dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial 

terbukti lebih siap dalam situasi yang tidak terduga seperti pandemi (Adams dan 

Abhayawansa 2021). Hasil ini telah mendorong penyebaran praktik keberlanjutan oleh 

perusahaan global besar, sebagaimana dibuktikan oleh kualitas pelaporan SDGs, yang 

meningkat pada tahun 2020 selama pandemi. Pelembagaan praktik keberlanjutan yang 

lebih sistematis dan struktural juga didukung dengan pembentukan ISSB oleh IFRS. 

Teori kelembagaan menjelaskan alasan munculnya berbagai praktik baru, seperti 

praktik pelaporan SDGs dan homogenisasi praktik dalam lingkungan organisasi yang 

dapat disebabkan oleh tiga bentuk tekanan, tekanan koersif, normatif, dan mimetik 



 

(DiMaggio dan Powell 1983). SDGs yang merupakan salah satu paradigma pembangunan 

yang baru disahkan pada tahun 2015, serta karakteristik sistemik dan regresif dari 

pandemi yang memicu pelaporan SDGs yang dilakukan oleh perusahaan, saat ini masih 

pada tahap awal, yaitu defensive reporting, yang terutama didorong oleh tekanan koersif 

(Shabana et al. 2017).   

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tekanan koersif yang berasal dari kualitas 

regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan SDGs. Dengan 

kata lain, negara-negara dengan kualitas regulasi yang lebih baik dapat menekan 

perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi mereka untuk mengadopsi dan melaporkan lebih 

banyak SDGs. Hasil ini sejalan dengan kerangka kerja yang dibangun oleh Campbell 

(2006) bahwa perusahaan lebih cenderung bertindak dan mengambil strategi yang 

bertanggung jawab secara sosial ketika ada peraturan tingkat negara bagian yang solid 

dan ditegakkan dengan baik untuk memastikan perilaku tersebut. 

Hasil ini mengkonfirmasi penelitian García-Sánchez et al. (2020b), yang 

menemukan bahwa mekanisme penegakan hukum yang efisien memiliki efek positif dan 

signifikan pada transparansi pelaporan CSR. Penelitian oleh Gerged et al. (2021)  juga 

menemukan bahwa kualitas penegakan hukum di tingkat negara telah terbukti 

mempengaruhi pelaporan lingkungan di Negara-negara Arab dan negara-negara di Eropa 

(De Villiers dan Marques 2016).  

Regulasi keberlanjutan, hipotesis kedua dalam penelitian ini, telah terbukti secara 

positif dan signifikan mempengaruhi perusahaan yang mengadopsi praktik pelaporan 

SDGs. Menurut teori kelembagaan, adanya regulasi dan tekanan politik dalam 

memberikan pengawasan dan kontrol terhadap regulasi yang berlaku akan mengurangi 

keragaman dan berujung pada isomorfisme dalam perilaku suatu organisasi (Powell dan 

DiMaggio 1991). Regulasi pengungkapan kewajiban pada aspek ESG merupakan bentuk 

nyata komitmen pemerintah yang semakin sadar akan pentingnya komitmen dan 

pengelolaan operasional bisnis yang tahan terhadap krisis seperti pandemi (Ioannou dan 

Serafeim 2017). Peraturan ini juga dibentuk karena tekanan budaya dan nilai dari 

masyarakat dunia, yang selama ini lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu keberlanjutan, 

dan risiko perubahan iklim serta memiliki harapan bahwa perusahaan beroperasi dengan 

cara yang mendukung hal-hal tersebut (Worts 2006). 



 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan studi sebelumnya oleh Rosati dan 

Faria (2019b), yang menemukan bahwa tingkat kinerja CSR nasional yang lebih tinggi 

mendorong adopsi pelaporan SDGs. Penelitian Bose dan Khan (2022) membuktikan 

intensitas pelaporan SDGs yang lebih tinggi di negara-negara dengan peraturan 

keberlanjutan yang ketat serta penelitian oleh (Plastun et al. 2021) yang membuktikan 

bahwa regulasi pelaporan ESG di tingkat negara telah terbukti mempengaruhi posisi 

negara-negara dalam peringkat Indeks SDGs. 

Kualitas kelembagaan akuntansi yang dimasukkan ke dalam standar audit dan 

pelaporan yang kuat juga telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap praktik pelaporan SDGs. Negara-negara dengan standar audit pelaporan yang 

kuat akan melaporkan lebih banyak item SDG pada tahun 2020. SARS merupakan salah 

satu instrumen yang cukup mengikat bagi perusahaan dan telah dipercaya sebagai sesuatu 

yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan. 

Standar audit dan pelaporan adalah faktor kelembagaan penting yang mendukung 

praktik keberlanjutan di sektor swasta (van Zanten dan van Tulder 2018). Pasalnya, 

proses pelaporan SDGs terjadi di lingkungan lembaga akuntansi yang dibentuk 

berdasarkan peraturan berupa standar audit dan pelaporan yang harus dipatuhi oleh 

perusahaan (Amara et al. 2020). Negara-negara yang dicirikan oleh tingkat SARS yang 

tinggi memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap standar audit dan pelaporan (Boolaky et 

al. 2013) dan melaporkan lebih banyak item keberlanjutan seperti SDGs. 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan studi sebelumnya oleh Guidara et al. 

(2022), yang menemukan hubungan antara SARS dan keberlanjutan. Pengamatan 

dilakukan pada 500 sampel perusahaan dan menunjukkan bahwa SARS secara positif 

terkait dengan tingkat keberlanjutan dan akan lebih tegas pada perusahaan dengan 

perilaku etis yang tinggi. Hasil penelitian ini juga menegaskan keakuratan kebijakan yang 

diambil oleh berbagai lembaga akuntansi di era pandemi, yang terus menekankan 

pentingnya pelaporan isu keberlanjutan. Misalnya, Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) telah mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk melaporkan 

kegiatan perusahaan yang terkait dengan hak asasi manusia pada tahun 2020. Contoh lain 

adalah India yang mulai mewajibkan 1.000 perusahaan terdaftar terbesar di bursa untuk 

mengajukan Laporan Tanggung Jawab Bisnis dan Keberlanjutan dengan informasi yang 



 

mencakup berbagai faktor SDGs, termasuk tunjangan kesejahteraan dan upah rata-rata, 

keragaman gender, dan penggunaan sumber daya. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya membangun 

arsitektur kelembagaan berupa badan resmi seperti International Sustainability Standard 

Board (ISSB) yang baru saja dibentuk pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (COP26) pada tahun 2021 (Khakimovna dan Oktyamovna 2022). ISSB 

merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam perkembangan kegiatan 

pelaporan akuntansi selama beberapa dekade terakhir, yang diharapkan dapat 

menciptakan konsistensi dan komparabilitas yang telah lama menjadi masalah dalam 

pelaporan keberlanjutan (Kummer 2021).  

Hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua implikasi terhadap literatur akuntansi 

dan praktik akuntansi. Penelitian ini menjembatani kesenjangan ketiadaan riset akuntansi 

yang berfokus pada isu pelaporan SDGs di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini 

menegaskan bahwa pelaporan perusahaan selama pandemi mengambil bentuk pelaporan 

defensif dan didorong oleh tekanan koersif dari organisasi formal seperti pemerintah dan 

pembuat standar akuntansi. Hasil ini menyiratkan bahwa di era pemulihan pasca pandemi 

Covid-19, praktik pelaporan SDGs oleh organisasi dapat didominasi oleh tekanan 

normatif berupa pelaporan proaktif dan pelaporan imitatif mulai terbentuk yang berasal 

dari tekanan mimetik (Shabana et al. 2017).  

Untuk praktik akuntansi, hasil penelitian ini merupakan dorongan awal bagi 

perusahaan untuk memprioritaskan dan memanfaatkan momentum pemulihan dari 

pandemi Covid-19 dengan memulai kegiatan yang mendorong prinsip keberlanjutan dan 

mengambil pendekatan sistematis untuk membangun ketahanan operasional bisnis dari 

berbagai risiko seperti perubahan iklim. Perusahaan memiliki peluang baru untuk 

membuat operasi mereka lebih tangguh dan berkelanjutan setelah merasakan dampak 

pandemi pada operasi bisnis mereka. 

Kepada pemerintah, lembaga formal yang membentuk kualitas regulasi dan 

mengatur berbagai regulasi keberlanjutan, hasil penelitian ini menekankan peran 

pemerintah dalam memastikan regulasi yang terbentuk di tengah era ketidakpastian harus 

berkualitas di setiap tahap krisis, terutama pada masa pemulihan. Pemerintah dapat 

menjamin kualitas regulasi dengan terus berkonsultasi dengan berbagai kalangan ahli saat 



 

merumuskan kebijakan di era krisis. Selain itu, kerja sama regulasi internasional dapat 

terus digunakan dalam menyelaraskan respons berbagai pemerintah di seluruh dunia 

untuk pulih dari krisis dengan lebih cepat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keberlanjutan, salah satu 

instrumen hukum untuk mendorong pelaporan berkelanjutan, memiliki kekuatan untuk 

menekan perusahaan agar melaporkan lebih banyak SDGs. Hasil ini menyiratkan bahwa 

peraturan keberlanjutan yang diberlakukan oleh regulator pasar keuangan dan bursa 

saham juga dapat menekan perusahaan untuk bertindak dan beroperasi dengan cara yang 

mendukung keberlanjutan. Munculnya berbagai jenis tekanan tidak lepas dari pemangku 

kepentingan lainnya yang terus menuntut informasi kegiatan perusahaan yang 

mendukung keberlanjutan. 

Permasalahan selanjutnya muncul ketika tuntutan berbagai peraturan tersebut 

tidak diakomodasi oleh lingkungan lembaga akuntansi berupa standar pelaporan non 

keuangan yang membuat pelapor, pengguna laporan, dan pengambil kebijakan tidak 

berbicara dalam bahasa pelaporan yang sama. Masalah ini pada akhirnya membentuk 

salah satu perkembangan pelaporan non-keuangan yang paling signifikan dalam dekade 

ini, yaitu pembentukan ISSB oleh IFRS untuk menciptakan dan menyatukan bahasa 

pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung langkah ini dengan 

menunjukkan bahwa kualitas lembaga akuntansi dalam bentuk standar yang mengikat 

memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kegiatan pelaporan SDGs. 

Pada akhirnya, memastikan hasil yang paling optimal bagi investor, pekerja, dan 

konsumen adalah salah satu tujuan akhir dari berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti 

melaporkan SDGs. Peran organisasi formal seperti pemerintah, badan pengatur, dan 

badan pembuat standar akuntansi tetap berada di garis depan dalam merancang kebijakan 

yang memastikan pengungkapan informasi berkualitas dan bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan dalam kerangka pelaporan terpadu di antara berbagai pemangku kepentingan 

dengan kepentingan yang berbeda. 

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan yang dapat ditingkatkan dalam 

berbagai penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga determinan 

pelaporan SDGs yang berasal dari tekanan koersif. Penelitian ke depan dapat mengkaji 

faktor kelembagaan lain berupa tekanan normatif dan tekanan mimetik sebagai penentu 



 

pelaporan SDGs atau faktor internal perusahaan, seperti tata kelola, yang dapat 

mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs. Yang hanya berfokus pada satu titik waktu 

penelitian, yakni pada 2020, saat pandemi Covid-19 terjadi. Penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian time series  yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena 

pelaporan SDGs di masa lalu, selama, dan setelah pandemi untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih komprehensif tentang kegiatan pelaporan SDGs oleh perusahaan. 
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